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DIREKTORAT JENDERAL  BEA DAN CUKAI

1. KMK Nomor 272 TAHUN 2023

Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Sumber Daya Alam Dengan
Kewajiban Memasukkan Devisa Hasil Ekspor ke Dalam Sistem Keuangan
Indonesia.

2. PMK Nomor 73 Tahun 2023 

Tentang Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif atas Pelanggaran
Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, 
dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Outline Pembahasan
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Ketentuan Umum Pengaturan PP Nomor 36 Tahun 2023

Produk yang diatur
SDA dan hilirisasi SDA

Semua DHE SDA dan hilirisasi 
SDA diwajibkan masuk Sistem 

Keuangan Indonesia

DHE SDA dan hilirisasi SDA dengan 

nilai PPE ≥ USD 250.000
diwajibkan masuk Rekening 

Khusus di Bank atau LPEI

DHE SDA dan hilirisasi SDA paling 
lambat masuk Reksus yaitu akhir

bulan ke-3 setelah bulan PPE

DHE SDA dan hilirisasi SDA 
yang berada di Reksus wajib 

disimpan

Besaran DHE SDA dan 

hilirisasi SDA yang wajib 

disimpan yaitu 30% dari 

nilai penerimaan DHE

Jangka waktu 
penyimpanan DHE SDA 
dan hilirisasi SDA yaitu 

90 hari (akumulasi 
bulanan setiap eksportir)

Pengawasan: 
✓ Ekspor barang oleh DJBC, Kemenkeu
✓ Pemasukan dan penyimpanan DHE 

SDA (Bank Devisa dan LPEI) oleh BI 
✓ Escrow Account oleh OJK

Pengawasan BI dan OJK sebagai dasar

pengenaan dan pencabutan sanksi

Insentif :
✓ Pemberian tarif pajak khusus
✓ Kemudahan penerbitan

perizinan
✓ Insentif lainnya

Instrumen Penempatan:

✓ Reksus
✓ Instrumen perbankan
✓ Instrumen keuangan
✓ Instrumen Bank Indonesia

Sanksi :
Penangguhan pelayanan ekspor

1 2 3 4

5 6 7 9

11 12

DHE SDA dan hilirisasi 

SDA dapat dilakukan 

konversi ke Rupiah
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1. KMK Nomor 272 TAHUN 2023
Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Sumber
Daya Alam Dengan Kewajiban Memasukkan Devisa
Hasil Ekspor ke Dalam Sistem Keuangan Indonesia.
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PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR SDA

DEVISA HASIL EKSPOR (DHE)

merupakan Devisa hasil kegiatan ekspor barang yang 
berasal dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, 
dan/atau pengolahan sumber daya alam

JENIS BARANG DHE:

Pertambangan

Perkebunan

Kehutanan

Perikanan

Jenis barang Ekspor ditetapkan
dengan Keputusan Menteri 

Keuangan berdasarkan masukan
dan/atau hasil rapat koordinasi
kementerian/lembaga terkait

Pasal 5 ayat (2)

Pasal 5 ayat (3)
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MEKANISME PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR SDA

Korelasi HS
KMK 744/2020 

sesuai BTKI 2022

Usulan Jenis Barang
SDA sesuai usulan K/L, 
dilakukan penelitian

identifikasi klasifikasi HS

Rakor Menko
pembahasan & putusan

usulan jenis barang

Penetapan Jenis Barang
SDA oleh Menkeu

(sesuai Keputusan pada 
Rakor Menko) 

Usulan Jenis Barang
SDA, ditetapkan dalam

KMK 744/2020

Penerbitan
KMK 272 Tahun 2023
(berlaku tanggal 1 Agustus 2023)
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PERUBAHAN DAFTAR JENIS BARANG SDA

KMK 744/KMK.04/2020 1.208 pos tarif

Penyesuaian database 

KMK 744/KMK.04/2020

(BTKI 2022)

1.285 pos tarif
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KMK 272/KMK.04/2023 1.545 pos tarif KMK berlaku
pada tanggal 1 Agustus 2023
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DAFTAR JENIS BARANG SESUAI KMK Nomor 272 Tahun 2023

Sektor Komoditas Pos Tarif 

KMK 744/KMK.04/2020

(sesuai BTKI 2022)

Penambahan Pos Tarif Pos Tarif

KMK 272 Tahun 2023

Pertambangan 180 29 209

Perkebunan 500 67 567

Kehutanan 219 44 263

Perikanan 386 120 506

Total 1.285 260 1.545

8



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 9

2. PMK Nomor 73 Tahun 2023 
Tentang Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif atas 
Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan
Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.
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• Pengaturan kewajiban Eksportir secara umum.

• Penyampaian Hasil Pengawasan dari BI dan OJK sebagai dasar pengenaan
sanksi dan pencabutan sanksi.

• Mekanisme pengenaan dan pencabutan sanksi.

• Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi untuk penyampaian hasil
pengawasan dari BI/OJK ke DJBC dan penyampaian
pengenaan/pencabutan sanksi ke Eksportir dan K/L terkait.

• Mekanisme koreksi atas kesalahan pengenaan sanksi.

Pokok-Pokok Pengaturan PMK 73 Tahun 2023
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Kewajiban Eksportir terkait DHE SDA
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✓Eksportir wajib memasukkan DHE SDA ke dalam sistem keuangan
Indonesia.
✓Eksportir wajib menempatkan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE 
SDA di: 

a. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; dan/atau
b. Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing.

✓DHE SDA dapat digunakan untuk pembayaran bea keluar, pinjaman, 
impor, deviden, dan/atau keperluan lain dari penanam modal.

✓Dalam hal pembayaran diatas dilakukan melalui escrow account, 
Eksportir wajib membuka escrow account di:

a. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; dan/atau

b. Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing

✓Dalam hal escrow account telah dibuka di Luar Negeri, Eksportir wajib
memindahkan escrow account pada:

a. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; dan/atau

b. Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing

Pengawasan
dilaksanakan oleh

Pengawasan
dilaksanakan oleh
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Pengawasan
Kewajiban Repatriasi

dan Retensi

Eksekusi
Penangguhan

Pelayanan Ekspor

Pemberitahuan
Pemblokiran Akses

Kepabeanan

Eksportir

Tidak dapat
melakukan ekspor

s.d. dipenuhi
kewajiban

Penyampaian Hasil 
Pengawasan

DJBC

Pengawasan Escrow 
Account

K/L terkait

Feedback 
Pengiriman Data

Transaksional

Periodik

*sebagai dasar eksekusi
pengenaan sanksi
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Pengenaan Sanksi Pelanggaran Ketentuan DHE SDA
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Eksportir

Eksportir
dikenakan Sanksi

Penangguhan
Pelayanan Ekspor

Eksportir
melaksanakan

kewajiban DHE SDA

Pengawasan Kewajiban
Repatriasi dan Retensi

Pengawasan Escrow 
Account

Penyampaian Hasil 
Pengawasan

*sebagai dasar eksekusi
pencabutan sanksi

Eksekusi Pencabutan
Penangguhan Pelayanan

Ekspor

Eksportir

K/L terkait

Transaksional

Periodik

Pemberitahuan
Pencabutan

Pemblokiran Akses
Kepabeanan

Eksportir dapat
melakukan ekspor

kembali
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DJBC

Pencabutan Sanksi Pelanggaran Ketentuan DHE SDA
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Koreksi Kesalahan Pengenaan Sanksi

EKSPORTIR MEMILIKI 
BUKTI PEMENUHAN 

KEWAJIBAN DHE SDA

Pemberitahuan
Pemblokiran Akses

Kepabeanan

Eksportir menyampaikan informasi tsb
kepada Pejabat BC

DJBC meneruskan
informasi kepada

BI/OJK untuk dilakukan
penelitian

BI/OJK melakukan penelitian, hasil
penelitian dituangkan dalam hasil

pengawasan sebagai dasar
pengenaan/pencabutan sanksi
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Ketentuan Peralihan

a. Terhadap PPE yang telah mendapatkan nomor
pendaftaran sebelum berlakunya PMK
73/2023, berlaku ketentuan yg diatur dalam
PMK 98/2019 jo. PMK 135/2021

b. Pengenaan sanksi terhadap PPE sebagaimana
dimaksud pada huruf a, diselesaikan
berdasarkan PMK 98/2019 jo. PMK 135/2021
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